BAB IV
PENUTUP

A. Simpulan
Berdasarkan analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka

kesimpulan atas permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Peranan Polresta Bukittinggi dalam menanggulangi tindak pidana
kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren
dengan melakukan upaya non penal yaitu sosialisasi ke pesantren,
penyampaian di radio dan media sosial, meningkatkan keamanan dan
pengawasan, pendampingan psikologis dan sosial untuk korban,
penguatan kelembagaan pesantren dan upaya penal yaitu menerima
laporan, konseling, visum et repertum, penyelidikan, penyidikan,
penyerahan berkas dan barang bukti

2. Kendala yang ditemui oleh Pihak Polresta Bukittinggi dalam
menanggulangi tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis yang
terjadi di lingkungan pesantren diantaranya terdapat 2 (dua) faktor
internal dan eksternal.

B. Saran
Sehubungan dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti
memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar Kepolisian Resor Kota Bukittinggi untuk meningkatkan kerja
sama dengan pihak-pihak pesantren yang ada di Wilayah Hukum
Polresta Bukittinggi untuk bersama-sama menanggulangi tindak pidana

kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren.
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. Menambah personil penyidik untuk meningkatkan efisiensi penanganan
kasus.

. Meningkatkan pengetahuan penyidik dengan melakukan pelatihan
terhadap personal dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana
kekerasan seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren.

. Seharusnya pihak pesantren meningkatkan pengawasan terhadap guru
maupun santri/santriwati dalam pergaulan dan lingkungan dengan
memasang CCTV di area-area yang rentan terjadi kejahatan serta
memberikan pemahaman agar terhindar dari perbuatan yang akan
merusak masa depan. Semakin tingginya pengawasan yang dilakukan
maka akan semakin tinggi pula kemungkinan tindakan kekerasan
seksual sesama jenis yang terjadi di lingkungan pesantren dapat teratasi
dengan baik.

. Masyarakat sekitar harus berperan aktif dalam mencegah terjadinya
kejahatan yang berada di lingkungan mereka maupun diluar lingkungan
mereka, dengan cara melaporkan kepada pihak berwajib apabila melihat
atau mendengar adanya tindak pidana kekerasan seksual sesama jenis
yang terjadi di lingkungan pesantren.

. Orang tua lebih selektif dalam memilih tempat pendidikan bagi anak-
anak mereka.

. Pihak pesantren perlu mengambil langkah yang lebih selektif dalam
proses retkrumen ustad dan ustadzah untuk memastikan kualitas

pengajaran dan pembinaan yang diberikan kepada santri. Salah satu cara
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yang dapat dilakukan adalah dengan melibatkan psikolog dalam proses

seleksi.
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